
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum dan fleksibilitas dalam 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 
maka perlu diatur mengenai tata cara penyusunan, 
pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis 
dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Badan Layanan Umum Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan 
Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG RENCANA 
BISNlS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerab Kabupaten 

Purbalingga. 
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan 
daerah. 

4. Sadan Layanan Umum. Daerah, yang selanjutnya disingkat 
BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit 
Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 
Nomor 10); 

Menetapkan 



16. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh trarrsaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

I 7. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan. 

18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun menurut 
Bagian SKPD. 

penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas. 

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalarn rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab pada 
bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD. 

7. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja yang 
bertanggungjawab pada bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD. 

8. Kepala SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas 
~ BLUD yang bersangkutan. 

9. Kepala Unit Kerja adalah pejabat yang bertanggungjawab atas bidang tugas 
BLUD yang bersangkutan. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya 
disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menerapkan PPK­ 
BLUD. 

11. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat 
BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menerapkan PPK­ 
BLUD. 

12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD 
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan 
yang tidak perlu dibayar kembali. 

14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 

15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar 
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional 
BLUD. 



Bagian Kesatu 

Pendapatan 

Pasal 2 

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari : 
a. jasa layanan; 
b. hibah; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; 
d. APBD; 
e. APBN; 
f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

BABil 

PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD 

19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA, 
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang 
berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 

20. RBA Definitif adalah RBA yang disesuaikan dengan RKA-SKPD dan 
Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

21. Dokumen Pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah 
dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD. 

22. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis 
BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program 
strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional 
BLUD. 

23. Standar pelayanan minimal adalah spesifi.kasi teknis tentang tolok ukur 
layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. 

24. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka 
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 

25. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disingkat Dewan Pengawas 
adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 
BLUD. 

26. Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) adalah pola anggaran yang 
penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang 
dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang 
setidaknya proporsional. 

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah APBD Kabupaten Purbalingga. 

28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. 

29. Persentase Ambang Batas adalah besaran prosentase realisasi belanja 
yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA-BLUD. 



Pasal 5 
(1) Biaya BLUD merupa.kan biaya operasional dan biaya non operasional. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh 
biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan 
fungsi. 

Pasal 4 

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksana.kan melalui rekening kas BLUD dan 
dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain­ 
lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. 

Bagian Kedua 

Biaya 

{5} Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud 
Pasal 2 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah 
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan dan 
lain-lain. 

(6) BLUD dalam mela.ksana.kan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas 
pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat {5), proses pengelolaan 
keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang 
berlaku dalam pelaksanaan APBN. 

{7) La.in-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf f, antara lain : 
a. basil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
b. hasil pemanfaatan kekayaan; 
c. jasa giro; 
d. pendapatan bunga; 
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD; 
g. hasil investasi. 

Pasal 3 

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana 
dima.ksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa 
layanan yang diberikan kepada masyara.kat. 

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dima.ksud 
dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. 

(3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf c, pendapatannya dapat berasal dari kerja sama operasional, sewa 
menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD. 

(4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi 
kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pernbiayaan 
APBD. 



(I) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan 
volume kegiatan pelayanan. 

Pasal 8 

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri 
dari: 
a. biaya bunga; 
b. biaya administrasi bank; 
c. biaya kerugian penjualan aset tetap; 
d. biaya kerugian penurunan nilai; dan 
e. biaya non operasional lain-lain. 

Pasal 7 

(I) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri 
dari: 
a. biaya pelayanan; dan 
b. biaya umum dan administrasi. 

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup 
seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
pelayanan. 

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung 
dengan kegiatan pelayanan. 

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: 
a. biaya pegawai; 
b. biaya bahan; 
c. biaya jasa pelayanan; 
d. biaya pemeliharaan; 
e. biaya barang danjasa; dan 
f. biaya pelayanan lain-lain. 

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri 
dari: 
a. biaya pegawai; 
b. biaya administrasi kantor; 
c. biaya pemeliharaan; 
d. biaya barang danjasa; 
e. biaya promosi; dan 
f. biaya umum dan administrasi lain-lain. 

Pasal 6 

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 
seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi. 

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk 
membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan 
kegiatan pendukung pelayanan. 

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dialokasikan sesuai dengan kelornpok, jenis, program dan kegiatan. 



(5) Program strategis sebagai.mana dimaksud pada ayat (2), memuat program 
yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada basil yang ingin dicapai 
sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun 
dengan memperbitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan/ 
atau mungkin ti.mbul. 

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
memuat pengukuran yang dilakukan dengan mengga.mbarkan pencapaian 
basil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan 
eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja. 

(1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD. 

(2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, 
misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana 
pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD. 

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang 
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra 
yang ingin diwujudkan. 

(4) Misi sebagaimana dima.ksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus 
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan 
organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan 
baik. 

Bagian Kesatu 

Penyusunan RBA 

Pasal 10 

BAB Ill 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), 
ditetapkan dengan besaran persentase. 

(2) Besaran am bang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan dalam RBA BLUD. 

Pasal 9 

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan 
perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan 
secara definitif. 

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hanya berla.ku untu.k biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari 
APBN / APBD dan hi bah terikat. 

(4) Fle.ksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tida.k berlaku untu.k BLUD yang bertahap. 

(5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan 
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris 
Daerah/ Kepala SKPD. 



(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memuat: 
a. kinerja tahun berjalan; 
b. asumsi makro dan mikro; 
c. target kinerja; 
d. analisis dan perkiraan biaya satuan; 
e. perkiraan harga; 
f. anggaran pendapatan dan biaya serta anggaran penerimaan dan 

pengeluaran pendanaan; 
g. besaran prosentase ambang batas; 
h. prognosa laporan keuangan; 
1. perkiraan maju (forward estimate); 
J. rencana pengeluaran investasi/modal; dan 
k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA­ 

SKPD / APBD. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, 
kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan 
dihasilkan. 

Pasal 13 

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD 
dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD. 

Pasal 14 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat seluruh program, 
kegiatan, anggaran penerirnaan/ pendapatan, anggaran pengeluaran/ biaya, 
estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLUD. 

{3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: 
a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis 

layanannya; 
b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan 

diterima; dan 
c. basis akrual. 

(1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada renstra bisnis 
BLUD. 

Pasal 12 

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipergunakan 
sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi k:inerja. 

Pasal 11 

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) 
tahun. 

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) 
tahun. 



(8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1) huruf h, merupa.kan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan 
seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas. 

(9) Perkiraan maju (fonuard estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan 
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi 
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

(10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf j, roerupakan rencana pengeluaran dana untuk 
memperoleh aset tetap. 

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, 
merupa.kan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah 
memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan 
seperti tercermin dari tarif layanan. 

(6) Anggaran pendapatan dan biaya serta anggaran penerimaan dan 
pengeluaran pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan 
yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana 
pendapatan, biaya, penerimaan pendanaan, dan pengeluaran pendanaan. 

(7) Besaran prosentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) huruf g, merupakan besaran prosentase perubahan anggaran 
bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan 
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional 
BLUD. 

Pasal 15 

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf a, meliputi : 
a. hasil kegiatan usaha; 
b. fa.ktor yang mempengaruhi kinerja; 
c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi; 
d. laporan keuangan tahun berjalan; 
e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian 

kinerja tahun berjalan. 

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimaan dimak.sud dalam Pasal 14 ayat ( 1) 
huruf b, antara lain : 
a. tingkat inflasi; 
b. pertumbuhan ekonomi; 
c. nilai kurs; 
d. tarif; 
e. volume pelayanan. 

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, 
antara lain : 
a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan 
b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan. 

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat ( 1) huruf d, merupa.kan perkiraan biaya per unit penyedia barang 
dan/ atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan 
seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang a.kan 
dihasilkan. 



(1) Pembiayaan _sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mencakup 
semua penerunaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD. 

Pasal 19 

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri dari 
Belanja Pegawai yang bersumber dari APBD dan Belanja Pegawai yang 
didanai dari pendapatan BLUD. 

(2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) 
terdiri dari Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD dan 
Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari pendapatan BLUD selain APBD 
danAPBN. 

(3) Belanja Modal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 7 ayat (3) terdiri dari 
Belanja Modal yang didanai dari APBD clan Belanja Modal yang didanai 
dari pendapatan BLUD selain APBD dan APBN. 

Pasal 18 

(1) Pendapatan BLUD yang dicantumkan ke dalam Ringkasan Pendapatan dan 
Biaya untuk Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf f. 

(2) Belanja BLUD yang dicantumkan ke dalam Ringkasan Pendapatan dan 
Biaya untuk Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) 
mencakup semua biaya BLUD yang didanai dari APBD, belanja yang 
didanai dari pendapatan BLUD selain APBD dan APBN, penerimaan 
pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas. 

(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
dicantumkan ke dalam Ringkasan Pendapatan dan Biaya dalam 3 (tiga) 
jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, 
dan Belanja Modal. 

Pasal 17 

(1) BLUD mencantumkan pendapatan, biaya, penerimaan pendanaan dan 
pengeluaran pendanaan yang tercantum dalam RBA BLUD ke dalam 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ringkasan Pendapatan dan 
Biaya Untuk Konsolidasi. 

(2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ringkasan 
Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1) dihitung berdasarkan basis kas. 

Bagian Kedua 

Penyusunan Ringkasan Pendapatan 
dan Biaya untuk Konsolidasi 

Pasal 16 

(11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA­ 
SKPD/ APBD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, 
merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan 
dengan format RKA-SKPD/APBD. 



Pasal 23 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan kepada 
PPKD. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), disampaikan kepada 
Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD. 

(3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 
kepada PPKD. 

Bagian Ketiga 

Pengajuan 

Pasal 22 

(1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disajikan 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah 
ten tang APBD. 

(2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD. 

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan 
dengan RKA-SKPD/RKA-Unit Kerja. 

(2) Format Ringkasan Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Form II Lampiran yang 
merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini. 

(1) Format RBA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
tercantum dalam Form I Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 21 

( 1) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang dicantumkan dalam Ringkasan 
Pendapatan dan Biaya untuk Konsolidasi adalah pengeluaran pembiayaan 
yang didanai dari APBD tahun berjalan dan pendapatan BLUD. 

(2) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD tahun berjalan 
yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD, atau APBD tahun lalu 
dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBD tahun 
sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ringkasan Pendapatan dan Biaya 
untuk Konsolidasi. 

Pasal 20 

(2) Penerimaan pembiayaan BLUD antara lain mencakup penerimaan yang 
bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, 
dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasijangka panjang BLUD. 

(3) Pengeluaran pembiayaan BLUD mencakup antara lain pengeluaran untuk 
pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, 
dan/ atau pemberian pinjaman. 



(2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup antara lain: 
a. pendapatan dan belanja; 
b. pembiayaan; 
c. proyeksi arus kas; 
d. jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan. 

(3) Untuk BLUD-SKPD, DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan kepada PPKD. 

(4) Untuk BLUD-Unit Kerja, DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan kepada Kepala SKPD untuk dikonsolidasi dengan DPA-SKPD. 

(5) DPA-BLUD Unit Kerja dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diajukan kepada PPKD. 

(6) Format DPA-BLUD sebagaimana ctimaksud pada ayat (2) sebagaimana 
tercantum dalam Form m Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

(1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipakai 
sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD. 

Bagian Kesatu 

DPA-BLUD 

Pasal 27 

BAB IV 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

(3) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA definitif sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, diketahui oleh Dewan Pengawas 
apabila BLUD mempunyai Dewan Pengawas, diketahui oleh Kepala SKPD, 
dan disetujui oleh Sekretaris Daerah. 

(4) Pemimpin BLUD menyampaikan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) kepada kepada PPKD. 

( 1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah ten tang APBD sebagaimana 
dima.ksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin 
BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ctitetapkan menjadi 
RBA definitif. 

(2) Untuk BLUD-SKPD, RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, diketahui oleh Dewan Pengawas, 
apabila BLUD mempunyai Dewan Pengawas, dan disetujui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 26 

Pasal 25 

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24, ctisampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang APBD. 

Pasal 24 

RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan 
ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
untuk dilakukan penelaahan. 



(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali 
yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai 
pengeluaran BLVD sesuai RBA Definitif. 

Pasal 31 

(1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagairnana dirnaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. 

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk 
belanja pegawai, belanja modal, barang dan/ atau jasa, dilakukan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch} jumlah kas yang tersedia ditambah 
dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang 
diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan 
dalam DPA-BLUD. 

Bagian Kedua 

Penarikan dan Penggunaan Dana 

Pasal 30 

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat 
kesanggupan untuk meningkatkan: 
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; 
b. kinerja keuangan; 
c. manfaat bagi masyarakat. 

(1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh 
kepala daerah dengan pemimpin BLUD. 

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, merupakan 
manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, 
yang dituangkan dalam perjanjian kinerja {contractual performance 
agreement). 

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). kepala 
daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan 
pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam 
DPA-BLUD. 

Pasal 29 

(1) PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

(2) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal DPA-BLUD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan 
oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya 
sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya. 

(4) Pengeluaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 
untuk pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD. 

Pasal 28 



( 1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huru.f c, dan huruf f, 
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. 

(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) ditempatkan pada 
bank umum pemerintah yang sehat. 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Kas 

Pasal 34 

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari penggunaan 
langsung pendapatan BLUD disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. 

(2) Seluruh biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab. 

(3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Form V Lampiran yang merupakan satu kesatuan 
dengan Peraturan Bupati ini. 

(4) Format laporan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Form VI Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 33 

( 1) Seluruh pendapatan yang dikelola langsung oleh BLUD disampaikan kepada 
PPKD setiap triwulan. 

(2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Form IV Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 32 

(2) Hibah terikat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), diberlakukan sesuai 
peruntukannya. 

(3) BLUD dengan status penuh dapat menggunakan langsung seluruh 
pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) BLUD dengan status bertahap dapat menggunakan sebagian pendapatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persentase yang 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai penetapan SKPD/Unit Kerja 
yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) 

(5) BLUD dengan status bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
secepatnya menyetorkan bagian pendapatan yang tidak dapat digunakan 
langsung ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya. 

(6) Untuk BLUD yang karena lokasinya sulit dijangkau transportasi dapat 
menyetorkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling 
lambat 4 (empat) hari kerja beri.kutnya. 

(7) Setoran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan 
pendapatan asli daerah dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan daerah. 



(1) Revisi DPA BLUD terdiri atas revisi BLUD yang sumber dananya berasal dari 
pendapatan BLUD, selain APBD dan APBN dan revisi DPA BLUD yang 
sumber dananya berasal dari APBD / APBN. 

Pasal 38 

(3) Pemimpin BLUD menyampaikan revisi RBA definitif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada PPKD. 

( 1) Kewenangan pengesahan revisi RBA definitif adalah sebagai berikut : 
a. disahkan oleh Pemimpin BLUD untuk belanja sampai dengan pagu DPA 

BLUD; 
b. disahkan oleh Pemimpin BLUD dan diketahui dewan pengawas untuk : 

1) belanja yang melebihi pagu DPA BLVD baik dalarn ambang batas 
maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; 

2) penggunaan saldo awal kas; dan/ atau 
3) belanja yang melebihi pagu DPA BLUD pada BLUD bertahap. 

(2) Dalam hal BLUD tidak mempunyai dewan pengawas maka revisi RBA 
definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh 
Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 37 

Bagian Keempat 

Revisi RBA dan DPA BLUD 

Pasal 36 

(1) Revisi RBA definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada 
perubahan DPA BLUD. 

(2) Dalam hal revisi RBA definitif berakibat pada perubahan DPA BLUD, maka 
revisi RBA definitif diikuti dengan revisi DPA BLUD. 

(3) Dalam hal revisi RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA BLUD, 
maka revisi RBA definitif tidak diikuti dengan revisi DPA BLUD. 

(2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas 
BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD. 

( 1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan : 
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; 
b. pemungutan pendapatan atau tagihan; 
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank; 
d. pembayaran; 
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan 
f. pemanfaatan surplus jangka pendek untuk memperoleh tambahan 

pendapatan. 

Pasal 35 

(3) Penunjukan bank umum pemerintah yang sehat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD. 



(1) Surplus angggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi 
pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. 

(2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya 
kecuali atas permintaan Bupati dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya 
ke kas daerah dengan mempertimbangkan lik:uiditas BLUD. 

Surplus dan Defisit Anggaran 

Pasal 41 

Bagian Kelima 

(1) Revisi DPA-BLUD yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD, disesuaikan 
anggarannya dalam Perubahan APBD tahun berjalan. 

(2) Revisi DPA-BLUD yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, dilaporkan 
dalam laporan realisasi anggaran tahun yang berkenaan. 

Pasal 40 

Dalam hal belanja BLUD memerlukan revisi DPA BLUD, maka: 

a belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan revisi DPA BLUD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b; 

b. belanja dilakukan setelah pengesahan revisi DPA BLUD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, dan 
huruf g. 

Pasal 39 

(5) Revisi DPA-BLUD yang sumber dananya berasal dari APBN / APBD sesuai 
dengan ketentuan tentang revisi DIPA dan/ atau DPA-SKPD 

(2) Revisi DPA BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD 
selain APBD dan APBN diakibatkan oleh: 
a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan pelampauan target 

pendapatan;dan/atau 
b. perubahan atau penggeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu 

anggaran tetap. 

(3) Perubahan atau penggeseran rincian anggaran belanja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi : 
a. penggeseran rincian anggaran dalam hal pagu DPA BLUD tetap; 
b. perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA BLUD 

namun masih dalam ambang batas fleksibilitas; 
c. perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi ambang batas 

fleksibilitas; 
d. penggunaan saldo awal kas; 
e. revisi DPA BLUD bertahap akibat pendapatan BLUD melampaui target 

yang direncanakan; 
f. revisi DPA setelah penetapan menjadi SKPD/Unit Kerja BLUD. 

(4) Revisi DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh 
PPKD. 
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BUPATI PURBALINGGA, 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 Jsnus.ri 2012 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah. 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 44 

(1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD. 

(2) Penetapan kebijakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada PPKD. 

BABV 

PENATAUSAHAAN 

Pasal 43 

(1} Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi 
pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. 

(2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan untuk pembiayaannya pada tahun 
anggaran berikutnya kepada PPKD. 

(3) Pengajuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 
mekanisme penyusunan APBD yang berlaku. 

Pasal 42 
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PEMERINTAH 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH . 

HALAMAN SAMPUL 

FORM I 

• 



( ) 

Pemimpin BLUD .. 
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KATA PENGANTAR 



................................................................................................................................................... 

RINGKASAN EKSEKUTIF 



I Diisl Tahun Anggaran Berjalan 

1. Faktor Internal .. 
2. Faktor Ekstemal . 

B. Asumsi yang Digunakan .. 
1. Aspek Makro .. 
2. Aspek Mikro . 

C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan . 
1. Pelayanan .. 
2. Pendukung Pelayanan . 

D. Program Kerja dan Kegiatan . 
1. Program Kerja . 
2. Kegiatan , ··-, , , , , , . 

a. Peleyanen .. 

Kinerja . 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN . 
A. Kondlsl Ungkungan yang Dlpredlksl akan Mempengaruhl Pencapalan 

BAB III 

1. Neraca . 
2. Laporan Operasional .. 
3. Laporan Arus Kas . 
4. Catatan atas Laporan Keuangan .. 

E. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dijelaskan Terkait Oengan Pencapaian 
Kinerja . 

D. Laporan Keuangan . 

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 
1 ANGGARAN . 

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapalan Klnerja .. 
1. Faktor Internal . 
2. Faktor Eksternal . 

B. Pencapaian Kinerja . 
1. Non Keuangan .. 

a. Kegiatan Pelayanan . 
b. Kegiatan Pendukung Pelayanan . 

2. Keuangan . 
a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan .. 
b. Biaya Berdasarkan Unit Layanan . 
c. Bia ya BLUD .. 
d. Pencapaian Investasi .. 
e. Pencapaian Pendanaan .. 

HA LAMAN SAMPUL . 
KATA PENGANTAR . 
RINGKASAN EKSEKUTIF . 
OAFTAR ISI .. 
BAB I PENDAHULUAN .. 

A. Gambaran Umum .. 
B. Maksud dan Tujuan .. 
C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas .. 

DAFTAR ISI 



2 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan. 

A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatlan Dalam Rangka Melaksanakan 
Kegiatan Sadan Layanan Urn um Daerah . 

B. Kesimpulan . 

PENUTUP . 

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2 

A. Neraca ........................................•.....••...•.•.....•.••.•..•.•.•............ 
B. Laporan Operasional . 
C. Laporan Arus Kas .. 
D. Catatan atas Laporan Keuangan . 

3. Total Penerimaan den Penge/uaran Investasi untuk Pelayanan 
den Pendukung Pelayanan . 

H. Perkiraan Penerimaan dan Penge/uaran Pendenesn 
1. Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan untuk Pe/ayanan ..... 
2. Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan untuk Pendukung 

Pelayanan . 
3. Total Penerimaan dan Penge/uaran Pendanaan untuk 

Pe/ayanan dan Pendukung Pela ya nan . 
I. Anggaran Badan Lay a nan Um um Daerah .. 

1. Anggaran Pendapatan .. 
2. Anggaran Biaya . 
J. Anggaran Penerlmaan dan Pengeluaran Investasl 
4. Anggaran Penerimaan dan Penge/uaran Pendanaan 

J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran .. 

Pe/ayanan ············-································································ 

b. Pendukung Pelayanan . 
E. Perkiraan Pendapatan . 

1. Pendapatan Pelayanan . 
2. Pendapatan Pendukung Pelayanan . 
3. Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan . 

F. Perkiraan Biaya .. 
1. Biaya Pelayanan .. 
2. Biaya Pendukung Pelayanan .. 
3. Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan . 

G. Perkiraan Penerimaan den Penge/uaran Investss! 
1. Penerimeen dan Penge!uaran Investasi untuk Pelayanan ........ 
2. Penerimaan dan Penge/uaran Investssi untuk Pendukung 

LAMPIRAN 

BAB V 

BAB IV 
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A. Gambaran Umum 

BABI 
PENDAHULUAN 



I Diisi Tahun Anggaran Berjalan. 

Prognosa 
Jen ls Target Klnerja Reallsasl s.d 31 

No Pendukung Satuan TA Berjalan s/d 30 Desember Ket 
Pelayanan Junl •••••• ...... 

(RD) 
1 2 3 4 s 6 7 
1. ................ ~ 
t. • • t t ••••••••• ~ •• 

3. . ............... 
4. Ost .......... 

b) Pendukung Pelayanan 

........................................................................................................................... ........ .. . . . . . . . .. .. . .. . . ..... . .. . . . . ·································· . .......................................................................................................................... ·························································································································· 
II II I I II Ill I I II I It 111111111111111111111 I I I 11111111 II I 11111 lllllllle,e,,11•1•••••1111111.11.1111111.llllllllll,llllllllelll 

Uraian Pencapaian Kinerja: 

catatan: pada kolom Jenls pelayanan dllsl maslng·maslng perspektlf 
balance scorecardsdan lndikatornya. 

Jen is Target Reallsasi Prognosa s.d 
No Pelayanan Saluan Kinerja TA s/d 30 31 Desember ... Ket 

Berjalan Junl ...... (Rp) 

1 2 3 4 s 6 7 
1. ................ 
2. . ............... 
3. . ............... 
4. Ost ........... 

B. Pencapaian Kinerja 
1. Non Keuangan 

a) Pelayanan 

2. Faktor Eksternal 
11111111 1 ft It I I I I I I I I IO IO I I I Io I I I I I I I I I IO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I• I II I I II I If I I I I I I I I I I I If I I II I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I 

................................................................................................................ 
A. Kondlsi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

1. Faktor Internal 

BAB II 
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

TAHU N ANGGARAN ••••••••• 1 



2 

2 Optional 

·························································································································· 
I I II I Ill& I II. 1111111······ •• I 111,11,11e I ,11111e11llllll•l•1••t•1 Sllllt••••tll.llllllll.llllalllllll.1111111•1••11111111•11 

t I••••••••••••••• ,,,1,1111 I 191I,11,11 If •I I 1111,11•11111•11111aa,,11•••1•lllll,1tel lllllllllllalllllll•l•11etllll 1•1•aa1111 

······································~··················································································· 
.......................................................................................................................... ·························································································································· 
Uraian Pencapalan Klnetja: 

Anggaran Realisasi s.d Prognosa 
Sellslh Tahun 30 Juni ••••• s.d 31 (O/o) No Unit Layanan Berjalan Desember .... 

(Ro) (Rp) (RD) 
1 2 3 4 5 6=(3·5)/3 
1 ....................... 
2 ....................... 
3 Dst ................. 

Jumlah 

b) Biaya Berdasarkan Unit Layanan2 

.......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ·························································································································· ·························································································································· 
I lltl lll11t,111, ••• 1,1 II I II 11111 tlll I I 111,1111111111111.lll•S•I ,11 ,111,11,, ••••••••••••••••••••••• 1•••••lllllla,,1 •••••••••• 

Ura/an Pencapaian Kinerja: 

Anggaran Realisasi s.d Prognosa s.d 31 Selislh 
No Unit Layanan Tahun 30 Juni ••••• Desember .... (O/o) 

Berjalan (Rp) (Rp) 
(Ro) 

1 2 3 4 5 6= 
(3·51/3 

1 ....................... 
2 ······················· 
3 ....................... 
4 Dst ................. 

Jumlah 

a) Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan 

2. Keuangan 
• ,1 II •• I I II• Ill I II I 1111111•11 ••••• I 11 ttll•ltl 11181111 llltl1•1•••111•••••••••1•III••······································· 

I 1111 II I I I I 1111 Ill II tlll 11111 Ill ti 11111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111··························· 

.......................................................................................................................... Ill Ill II I I Ill I 1111 I I 11111111111111 Ill 111 Ill II II I 11111111 llltta1tttllllllt llltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

.......................................................................................................................... I•• I I I I. I I I I. t I Ill I 11111 II Ill Ill 11111111 I 1111 ,11 Ill 111 lltlllllllttttllltl llllttllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Ura/an Pencapalan Klnerja: 



3 

........ .. . .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ura/an Pencapaian Klnerja: 

Komponen Biaya Anggaran Realisasi Prognosa capaian Ket 
Thn s/d 30 s/d 31 

Berialan Junl .... Des .... 
1 2 3 4 5 6 

={4)/(2} 
A. Biava Pelavanan 
1. Biava oeoawai 
2. Biaya bahan (termasuk 

harga pokok barang 
vane dliual) 

3. Biava iasa oelavanan 
4. Biava oemeliharaan 
5. Biava barano dan tasa 
6. Biava deprestasl 
7. Biava oelavanan lalnnva 
B. Blaya Umum Dan 

Admlnistrasi 
1. Biava oecewat 
2. Biaya administrasi 

kantor 
3. Biava oemeliharaan 
4. Biava baranq dan lase 
5. Biava orornost 
6. Biava deoresiast 
7. Biaya umum dan 

administrasi lalnnva. 
c. Biava Non Ooerasional 
1. Biava bunoa 
2. Biaya administrasi bank 
3. Keruqian peniualan aset 
4. Keruglan penurunan 

nllal 
5. Biaya non operasional 

lainnva 
Jumlah Biava (A+B+C) 

C. Biaya BLUD 

.. 



4 

Uraian Pencapaian Klnerja: 

Anggaran Reallsasl capalan Ket 
No Jenis Investasi Tahun s.d 30 (O/o) 

Berjalan Juni ..... 
(RD) (RD) 

1 2 3 4 5 6 
= (4)/(3) 

1. Pelepasan aset 
a. Kendaraan 
b. Mesin 
c. Ost ............ 

2. Pencalran 
lnvestasl 

a. Pencairan 
deoosito 

b. Penjualan surat 
berharca 

c. Ost ............ 
Jumlah 

1) Penerimaan lnvestasi 

c) Pencapaian Investasi 

- 



oh surat u g. SUN (Surat Utang Negara), pembehan obhgasi, SBI (Sertifikat Banklildonesaa) 
toh surat modal: Saham 

SUMBER DANA,ANGGARAN, DAN REAUSASI 

Lain-lain Jumlah Capai Ket No Jen is Jasa layanan Hi bah Kerjasama APBO APBN Pendapatan an 
Investasi BLUD vana sah (%) 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RearlSSI Anggaran Realisasl Anggaran Realisa Anggaran Realisasl 
Tahun berjalan Sd ... Tahun Sd ... Tahun se ., Tahun Sd •.. Tahon siSd .. Tahun Sd •.• 

berialan berialan berialan ho>n>1lan bertalan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18_ 

1. Tan ah 
2. Gedung dan 

banaunan 
3. Peralatan dan 

mes in 
4. Kendaraan 
5. Perlengkapan 

dan peralatan 
kantor 

6. Jalan, irigasi, 
dan iarinaan 

17. Aset sewa guna 
usaha 

8. Surat utang' 
dan surat 
modal". 

). Deposito Jangka 
waktu lebih dari 
12 bulan 

10. Sis tern 
Informasl 

1. Ost .............. 
Jumlah 

", 

,t tan · 

2) Pengeluaran Investasi 



. .. . . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. ' ······ . ................ ········· . Ura/an Pencapalan Kinerja: 

Anggaran Realisasl ca pa Ian Ket 
No Jen ls Tahun s.d ..... (O/o) 

Pendanaan Berjalan (Rp) 
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 
= (4)/{3) 

1. Pembayaran 
utano 

3. Ost .............. 
Jumlah 

2) Pengeluaran Pendanaan 

Ura/an Pencapaian J(Jnerja: 

Anggaran Realisasi capalan Ket 
No Jen is Tahun s.d ..... (O/o) 

Pendanaan Berjalan (Rp) 
(Ro) 

1 2 3 4 5 6 
::: (4)/(3) 

1. Penarlkan 
Pinlaman 

2. Dst. ............. 
Jumlah 

1) Penerimaan Pendanaan 

d) Pencapaian Pendanaan 

II 11111 I I Ill 11111111111 I 11111111 I I Ill 1111111111111111111111111111 ltltlllllllttlllllll 1111111111111111111111111111111111111 

·························································································································· 
•••••I••••• I II 1•t I I Ill I I I I I I I II Ill Ill II 111111 I I I Ill 1111111111111111 I lllllelllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•ttllllll 

Ura/an Pencapalan K/nerja: 

• 



' Diisi sesuai dengan tanggal penutupan Neraca. 

( dalam rtbusn rooiahJ 
Tahun Berjalan 

(2xxn} 
Tahun Anggaran Reallsasl Per Prognou Sellslh 2.xx(n-1) Per31 Per31 Ural an Desember ...... Desember 

{RP) (RP) (RP) 

1 2 3 4 5 6 
=(5-3} 

I, ASET 
A. Aset Lancar 

1. Kas dan setara kas 

2. Investasi ianqka oendek 
3. Plutang usaha 
4. Piutanq lain-lain 
5. Persedlaan 
6. uenc muka 
7. Pendapatan yang masih 

harus diterima 
8. Ost .................... 
Jumlah Aset Lancar 

B. Investasi Jangka Paniang 
c. Aset Tetao 

1. Tanah 
2. Geduna dan benouna- 
3. Peralatan dan mesin 
4. Kendaraan 
5. Perlengkapan dan peralatan 

kantor 
6. Jalan lriqasl, dan iarinqan 
7. Ost .................... 
Jumlah Aset Tetao 
Akumulasl penvusutan 
Nilai buku aset tetae 

o. Aset Lain-lain. 
1. Aset tak berwufud 
2. Konstruksi dalam oenceriean 
3. Ost. ............... 
Jumlah Aset Lain-lain 
Jumlah Aset 
(A+B+C+D} 

PER 5 
NERACA 

D, Laporan Keuangan 
1. Neraca 

,_ . 

- 

-. 
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seperti: APBD yang untuk Investasi. 
Sepertl: APBD utk Gaji, operasional. 
Hibah merupakan pemberian yang berasal dart pemerlntah/ pemerintah daerah lain. 

6 

1 2 3 4 5 6 
=CS-3\ 

II. KEWAJIBAN 
A. Kewaiiban JanQka Pendek 

1. Utana usaha 
2. Utana oaiak 
3. Blaya yang masih harus 

dibavar 
4. Utang jangka panjang yang 

iatuh ternoo dalam satu tahun 
5. Pendapatan yang diterima 

dimuka 
6. Dst. ........... 

Jumlah Kewajiban Jangka 
Pendek 

B. Kewajlban Jangka 
PanianQ 

1. Utang jangka panjang yang 
Jatuh tempo lebih dari satu 
tahun 

2. Dst .................... 
Jumlah Kewajiban Jangka 
Paniano 
Jumlah Kewaiiban (A+B) 
Ill. EKUITAS 
1. Ekuitas tidak terikat 

a. Ekuitas Awai 
b. Surplus (Defisit) s.d 

oeriode tahun lalu 
c. Surplus (Defisit) tahun 

berialan 
2. Terikat Permanen" 
3. Terikat Temoorer7 

4. Hlbah -a- 
5. Donasi 
6. Ost .................... 
Jumlah Ekultas 
Jumlah Kewajiban dan Ekultas 
(II+ III) 



Diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca. 9 

(dalam rlbuan ruDlah) 
Tahun berjalan 

(20xx) 
Tahun Anggaran Realisasl s.d PrognoN Pencapalan 

Uratan 2xx(n·1) (Rp) tgl ....... {Rp) (~) 
(RD) 

1 2 3 4 5 6 
(5-311(3) 

A. Pendapatan 
1. Jasa layanan 
2. Hi bah 
3. Hasil kertasarne 
4. Pendapatan dari APBD 
5. Pendaoatan dari APBN 
6. Lain-lain pendapatan BLUD 

yang sah. 

Jumlah Pendapatan 
(1+2+3+4+5+6) 

B. Blaya Operaslonal 
1. Biava oelavanan 
2. Biaya umum dan administrasl 

Jumlah Biava Operaslonal (1+2} 

Surplus (Defisit) setelah biaya 
onerasional (A-B) 

.... Pendapatan Non Qperaslonal ... 
p, Biava Non Ooeralonal 

Surplus (Deflslt) sebelum pos 
keuntunqan/ Keruolan 
Surplus (Oeflslt) sebelum pos- 
oos luar blasa 
i. Pendtipll~n dtirl keJtidlan luar 

biasa 
2. Biava dari keiadian luar biasa 

Surplus (Defisit) t.ahun berjalan 
bersih 

PERIODE 9 
LAPORAN OPERASIONAL 

2. Laporan Operasional 



10 Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca. 

( da/am rfbuan ruotet: J 
Tahun berjalan 

(20xx) 
Tahun Anggaran Reallsasl s.d Prognosa Penca.,.lan 

Ura Ian 2xx(n·1) (Rp) tgl ..... (Rp) (%) 
. (Rol 

1 2 3 4 5 6 • (5-3)/3 
A. Arus Kas Dari Aktivitas 

Operaslonal 
Arus Kas Masuk 

1. Jasa lavanan 
2. Hibah 
3. Hasil keriasarna 
4. Pendapatan dari APBD 
5. Pendaoatan dari APBN 
6. Lain-lain pendapatan BLUD 

yang sah. 
Arus Kas Keluar 

1. Biava lavanan 
2. Biava umum dan administrasi 
3. Biava lain-lain 

Arus Kas Bersih darl 
Aktlvltas Operasional 

B. Arus Kas dari Aktlvltas 
Investasl 
Arus Kas Masuk 

1. Hasil oenjualan aset 
2. Hasil investasl 
3. Dst ..................... 

Arus Kas Keluar 
1. Perolehan aset 
2. Pembelian investasl 
3. Perolehan aset lainnva 
4. dst ............................ 

Arus Kas Bersih dari 
Aktlvltas Investasl c. Arus Kas Dari Aktlvitas 
Pendanaan 
Arus Kas Masuk 

1. Penerimaan Piniaman 
2, Pat,,. 

Arus Kas Keluar 
1. Pembayaran pinJaman 

a. LAPORAN ARUS KAS 
PERIODE 10 

Metode langsung 

3, Laporan Arus Kas 



11 Dils! Perlode yang beralchlr pada tanggal neraca. 

1 2 3 4 5 6 • (5-3)/3 
A. Arus Kas Dari Aktivltas 

Operasional 
1. Surplus (Oefisit) tahun 

bertalan 
2. Penyesualan ke dasar kas 

a. Blaya penyusutan dan 
amortisasi 

b. xerucian oenurunan nilal 
c. Pembavaran bunga 
d. dst. ....... 

3. Perubahan aset lancer 
a. Investasi ianqka oendek 
b. Plutanq usaha 
c. Piutang lain-lain 
d. Persediaan 
e. uano muka 
f. Pendapatan yang masih 

harus diterima 
4. Perubahan kewajlban Jangka 

oendek 
a. utano usaha 
b. Utanq oatak 
c. Blaya yang masih harus 

dibayar 
d. Utang Jangka panjang 

vane tatuh tempo dalam 

b, LAPORAN ARUS KAS 
PERIODE 11 

M tod Tid k I e e I a anqsunq 
Tahun Berjalan 

(20xx) 
Tahun Anggaran Reallsasi s.d Prognosa Pencapelan 

Uralan 2Xx(n-1) tvl ·-·· (%) (Rp) (RD) (Rp) 

Tahun befjalan 
(20xx) 

Tahun Anggaran Reallsasl s.d Prognosa Pencapelan 
Uraian 2xx(n-1) tvl ..... (%) (Rp) (Rol (Rp) 

1 2 3 4 5 6 • (5-3)/3 
2. dst ........................ 
Arus Kas Bersih dari Aktivltas 
Pendanaan 
Kenaikan (Penurunan} Kas 
Bersih 
Kas dan setara Kas Awai 

Kas dan Setara Kas Akhir 



1 2 3 4 s 6 • (5·3)/3 

satu tahun 

e. Pendapatan yang 
diterima di muka 

r, Utang jangka pendek 
lainnva 

Arus Kas Berslh dari 
Aktivitas Ooerasional 
8. Arus Kas dari Aktivitas 

Investasi 
Arus Kas Masuk 

1. Hasil oenjualan aset 
2. Hasil investasi 
3. Ost ..................... 

Arus Kas Keluar 
1. Perolehan aset 
2. Pembelian investasi 
3. Perolehan aset lainnva 
4. dst ............................ 

Arus Kas Bersih dari 
Alctivitas Investasl 
c. Arus Kas Dari Alctivitas 

Pendanaan 
Arus Kas Masuk 

1. Penerimaan Pin1aman 
2. Ost.. .. 

Arus Kas Keluar 
1. Pernbavaran olnlaman 
2. dst ........................ 

Arus Kas Berslh dari 
Aktlvltas Pendanaan 
Kenalkan (Penurunan) Kas 
Berslh 
Kas dan Setara Kas Awai 

Kas dan Setara Kas Akhir 



12 Dllsl tanggal Neraca dan Periode yang berakhlr pada tanggal nerece. 

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan. 

Anggaran Reallsasl Prognosa Sellslh 
Uraian Tahun s.d ••••• s.d 31 (O/o) 

Berialan Desember ... 
1 2 3 4 5 

•(4-2)/2 
Piutana kepada ..... 
Plutang kepeda ..... 

Jumlah 

2) Piutang usaha, terdiri dari : 

Anggaran Reallsasl s.d Prognosa Sellslh 
Ura Ian Tahun ..... s.d 31 (Ofo) 

Berialan Desember ... 
1 2 3 4 5 

=(4-2)/2 
Kas di bendahara 
oenerlmaan 
Giro Bank ............ 
Tabunoan Bank ... 
Deoosito Bank ..... 

I Jumlah 

1) Kas dan setara kas, terdiri dari : 

c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan. 
Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan plutang usaha. 

b. Kebijakan Akuntansi (mengikuti pedoman akuntansl yang berfaku) 

a. Umum 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Tanggal Dan PERIODE u 

BLUO ...........................•............. 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 



J Diisi Tahun Anggaran yang dlanggarkan 

. . . 

. . -· ·- . 

. . . 
2) Kelemahan: 

. ································································································· 

. . ········· ················································· 

. . . 

d. Kondisi Sarana dan Prasarana 
1) Kekuatan: 

. . ·················································· 

. . . 

. . . 
2) Kelemahan: • ,,i:•·······,··················································································11• 

. . ········································· . 

. . . 

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
1) Kekuatan: 

. ································································································· 

. ································································································· 

. . ················ . 
2) Kelemahan: 

. . . . ································································································· 

. . . 

b. Kondisi Keuangan 
1) Kekua tan: 

. . . 

. . . 

. ································································································· 
2) Kelemahan: 

. . . 

. . . 

. . . 

A. Kondisi Lingkungan • yang Diprediksi akan Mempengaruht 
Pencapaian Kinerja 
1. Faktor Internal 

a. Kondisi Pelayanan 
1) Kekuatan: 

BAB III 
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 3 



~ Diisl Tahun Anggaran yang dianggarkan. 

Catatan: 
uraian di atas diisi sesuai dengan kondts! BLUD dan indikator ekonom! oeersn 
setempat 

No Indikator Ekonoml Asumsl TA ....... 4 

1. Pertumbuhan ekonoml (%) 
2. Tinokat lnflasl (%) 
3. Pertumbuhan oasar (%) 
4. Tinokat suku bunoa olniaman (%) 
5. Kurs (Rp) 
6. Dst ......................... 

1. Aspek Makro 

B. Asumsi yang digunakan 

g. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional 

f. Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis 

e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi 

d. Perkembangan soslal budaya dan tingkat pendidikan masyarakat 

..................................................................................................... 
c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang SOM 

t t t t t t t t too o toot o t t t t t t I IO t t t t • t Ott t It t t t t tot o t t t t t t t tot o t t IO t t I It It It t t t t t t t It I I It IO It t IO O O O t I IO I It I 

t t I It t IO t t t t IO t O Ott Ott t I It t O t It I It It t t It t It t t It t t t It t t Ott tt It t t O t O O I It t O Of It t IO O It I IO O I I It IO t ft O It t It 

b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan 
pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO). 

t t t t t Ito t Ito t t t t tot t t t t t t It t I It t t t t IJ o I I Io IO I I I I I It t It IO IO t t t O O O t O O I It f I I It It t It I I It t I I IO I I I I It It I I Ito 

····································································································· 
a. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait 

2. Faktor Eksternal 



5 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan. 
6 Diisi jenis Pelayanan yang ada dalam BLUD, 
7 Dllsi Sasaran darl jenls layanan yang ada pada BLUD 
8 Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal. 
9 Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal. 
10 Diis! target yang akan dlcapal dalam Tahun Anggaran yang dlanggarkan. 
11 Dilsi kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang dianggarkan 

No Jen is Sa saran Indlkator' Target1° Keglatan11 

Pelavanan 
1 UGO Terwujudnya Tenaga UGO 100% Pelatihan 

perawat yang bersertlfikat Pertolongan 
mempunyai Pertama 
kompetensi G8wat 
dalam Darurat 
penye/amatan (PPGD) 
Jlwa untukS 

perawat 
yang be/um 
memlllkl 
sertlfikat 

2 .................... 

llustrasi/Contoh: 
Kegiatan Pelayanan pada BLUD untuk Rumah Sakit Daerah . 

No Jen is Sasaran7 Indlkator8 Target Keglatan 
Pelavanan' 

.................... 
2 .................... 
3 ···················· 
4 ···················· 

C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan 
1. Pelayanan 

Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, dapat 
berupa persentase, satuan, pertumbuhan, kenaikan/penurunan. 

No Uraian Asumsi TA ..... ~ 
1. Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagia fungsi Public 

Service Oblioation (PSO J 
2. Rencana rata-rata kenaikan tarif 
3. Rencana Pencernbanoan oelavanan 
4. Rencana Penlnokatan oelavanan 
5. Ost ......................... 

2. Aspek Mikro 



Prognosa Proyeksl 
No Sumber Pendapatan Tahun 2xxx Tahun 2xxx+1 

(TA Berjalan) (Rp) 
(Rn\ 

1 2 3 4 
1. Jasa Layanan 
2. Hi bah 
3. Kertasama 
4. APBD 
5. APBN 
6. Lain-lain Pendapat.an BLUD yang 

sah 
Jumlah 

E. Perkiraan Pendapatan 
1. Pendapatan Pelayanan 

D. Program Kerja dan Kegiatan 
1. Prgram Kerja: 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan .. 
2. Kegiatan: 

(a) Pelayanan, terdiri dari: 
1) Pelayanan . 
2) Pelayanan .. 
3) Ost . 

(b) Pendukung Pelayanan, terdiri dari: 
1) Pendukung Pelayanan . 
2) Pendukung Pelayanan . 
3) Ost . 

No Jen is Sa saran Indikator Target Keglatan 
Pendukung 
Pelavanan 

1 Akuntansi Penge/olaan /.iJporan sesuai W.JjarTanpa Pelatihan, 
keuangan standar akuntansi Pengecuallan penyusunan 
yang (WTP) SOP, 
akuntabel penempatan 

pegawal 
sesual 
kom~ 

2 .................... 
3 ···················· 

Jlustrasi/Contoh: 
Kegiatan Pendukung Pelayanan pada BLUD untuk Rumah Sakit Daerah . 

No Jen ls Sa saran Indikator Target Keglatan 
Pendukung 
Pelavanan 

1 
2 .................... 
3 .................... 

2. Pendukung Pelayanan 



Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan .......................... 
Keglatan : Pefavanan .........•...........•........... 

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Klnena 
Inout 

Output 1. ............................................ 
2 . ............................................ 

F. Perkiraan Biaya 
1. Biaya Pelayanan 

.......................................................................................................................... . . . .. . .. . ······························ ······················· 

.......................................................................................................................... Penje/asan: 

No Jenis Pelayanan lumlah Keteranaan 
1 2 3 4 

1. Pendaoatan Pelayanan ....... 
2. Pendapatan Pendukuno Pelavanan ..... 

Total 

3. Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 

·························································································································· 

Penje/asan: 

Prognosa Proyeksl 
No Sumber Pendapatan Tahun 2xxx Tahun 2xxx+1 

(TA Berjalan) (Rp} 
(Rp) 

1 2 3 4 
1. Jasa Lavanan 
2. Hibah 
3. Keriasama 
4. APBD 
5. APBN 
6. Lain-lain Pendapatan BLUD yang 

sah 
Jumlah 

2. Pendapatan Pendukung Pelayanan 

ttll If ftf If ttl I I lfll fl I I 1111111 ti I II ttt lft Ill tffff I lllflll I ltltfflfll llltltlll llfllltflltltltttllflllfllflltllflltttlflftl 

I ff I llffl t f I It t I I I tit lftlf II tfflllftllt If tfl I 1111 I I tfl llflfftftl II fttllttlttlllllltlltllfflf flfflfl flllffltlftfllffllflltll 

·························································································································· 
Penfelasan: 



12 Dapat dllsl dengan target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal 

Outcome ll ................................................... 
Ancigaran Biava 

Rlnclan Blaya Jumlah 
Komponen Blaya Anggaran 

Jumlah I Satuan I Harga (Rp) satuan 

1 2 3 4 S - (2X4) 
A, Biava Pelavanan 

1. Biava oeaawai 
..................... 
..................... 

2. Biaya bahan (termasuk 
harga pokok barang 
yang dijual) 

..................... 

..................... 
3. Biava iasa oelavanan 

····················· ..................... 
4. Biava oemeliharaan 

. .................... 
····················· 5. Biava barano dan tasa 
. .................... 
..................... 

6. Biava depresiasl 
. .................... 
..................... 

7. Biava oelavanan lainnva . .................... 
..................... 

B. Blaya Umum Dan 
Admlnistrasl 

1 Bl;iyi' nori:.wai 
..................... 
..................... 

2. Biava administrasi kantor 
. .................... 
..................... 

3. Biava aemeliharaan 
. .................... 
····················· 4. Biava barano dan lasa 
. .................... 
..................... 

s. Biava oromosi . .................... 
..................... 

6. Biava deoresiasi . .................... 
..................... 



n Dapat diisi dengan target terkalt dengan Standar Pelayanan Minimal 

Proa ram . Peninc,katan Kualitas Pelayanan .......................... . 
Kegiatan : Pendukung Pelavanan ................................. 

Indlkator Tolok Ukur Kiner1a Target Kf ner1a 
In out 

Output 1. t I It t It t It tttt tit tit ttl I II It tit ltlt f IOI ti ltt 

2 . ............................................ 
Outcome .... ··················································· 

Anaaaran Biava 

Rlnclan Blaya Jumlah 
Komponen Blaya Anggaran 

Jumlah Satuan Harga (Rp) satuan 
1 2 3 4 5 = (2X4l 

A. Biava Pelavanan 
1. Biava peqawai 

..................... ..................... 
2. Biaya bahan (termasuk 

harga pokok barang yang 
diiuan 

····················· 11 

2. Biaya Pendukung Pelayanan 

Catatan : Format ini dibuat untuk setiep jenis pelayanan 

1 2 3 4 5 = (2X4) 
7. Biaya umum dan 

administrasi lainnva . ..................... 
..................... 

C. Biava Non Ooeraslonal 
1. Biava bunoa 

..................... 
..................... 

2. Biava administrasi bank 
····················· 
····················· 3. Kerugian pelepasan aset 

tetao 
..................... 
..................... 

4. xeruotan oenurunan nilai 
. .................... 
····················· 5. Biaya non operasional 

lainnya 
..................... I 
..................... I 

Jumlah Biava (A+B+C) 



1 2 3 4 5 = (2X4) 
..................... 

3. Biava iasa pelavanan . .................... 
..................... 

4. Biava oemeliharaan 
. .................... 
...................... 

5. Biava baranq dan lase 

····················· ..................... 
6. Biava depresiasi 

. .............. , ..... 

..................... 
7. Biava oelavanan lalnnva 

. ..................... 

..................... 
B. Biaya Umum Dan 

Adminlstrasi 
1. Biaya oeaawal 

..................... 

..................... 
2. Biava adminlstrasi kantor 

. .................... 

..................... 
3. Biava pemeliharaan 

. .................... 

..................... 
4. Biava barenc dan tasa . .................... 

····················· 5. Biava promosl 
····················· ..................... 

6. Biava deoresiasi 
...................... 
..................... 

7. Biaya umum dan 
administrasi lainnva . 
..................... 
..................... 

C. Biava Non Operaslonal 
1. stava bunqa 

..................... 
····················· 2. Biava admlnlstrasl bank . 
. .................... 
..................... 

3. Kerugian pelepasan aset 
tetap 

····················· 
····················· 4. Kerugian penurunan nilal 
. .................... 
..................... 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 6. Biaya deoresiasi 
. ························· ............................. 

7. Biava oelavanan lainnya . ............. 
. ............ 

8. Biava Umum dan Administrasi 
1. Biaya oeaawai 

............. 

. ............ 
2. Biaya adrninistrasi kantor 

. ............ 

. ............ 
3. Biava oemeliharaan 

.. ............ 
. ............ 

4. Biava barano clan iasa. 
. ............ . ............ 

5. Biava oromosi 
............. 
. ............ 

6. Biava deoreslasl 
. ............ 
. ............ 

7. Biaya umum dan adrnlnistrasi lainnva . ........... 
I tllltlOIIIII 

IJ. BIAVA NON OPERASIONAL 

1. Biava bunaa 
............. 
. ............. 



1) Pelepasan aset, antara lain: 
• Kendaraan 
• Mesin 
• Ost. .. 

2) Pencairan investasi, antara lain: 
• Pencairan deposito 
• Penjualan surat berharga 
• Dst ....... 

e. Pencr111u1ein f"t!t,Eh:1r,ec1n, mal1put11 
1) Penarikan pinjaman dari ...... 
2) Dst ....... 

b. Penerimaan investasi 

4) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 
• Bung a dari . 
• Sewa dari .. 
• Ost ..... 

3) Pendapatan hibah 
• HI bah dari . 
• Hibah dari . 
• Dst ..... 

• Kerjasama dengan . 
• Kerjasama dengan . 
• Dst ..... 

2) Pendapatan hasil kerjasama 

3. Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas) 
a. Pendapatan Operasional: 

1) Pendapatan yang diterima dari : 
• Umum 
• Asuransi/penjaminan 
• Pemerintah daerah 
• Pemerintah 
• Ost . 



" Diisl Tahun Anggaran yang dianggarkan. 
19 diisi tahun anggaran berjalan (20xx) 
20 diisi tahun yang dianggarkan (20xx+ I) 
21 diisi satu tahun sctelah tahun yang dianggarkan (20xx+2) 

Prognosa Proyeksl Pertdraan Kenaikan/ 
19 Tahun Maju Penurunan .......... 

(Rp} Anggaran (Forward (%} 
20 Est/ma~) No Uraian ...... 

(Rp} Tahun 
Anggaran 

21 .... 
(Rn\ 

1 2 3 4 5 6 

I PENDAPATAN 
OPERASIONAL 

1. Pendapatan jasa 
lava nan 
a. Um um 
b. Asuransi/oenlamin 
c. Pemerintah daerah 
d. Pemerintah 
e. dst .......... 

2. Pendapatan hasll 
keriasarna 
a. Kerjasama dengan 

. ....... 
b. Kerjasama dengan 

........ 
c. Ost .................. 

3. Pendaoatan Hlbah 
a. Hibah dari ...... 
b. HI bah darl ...... 
c. Ost ................... 

4. Lain-lain pendapatan 
BLUD vane sah 
a. Bunga darl ....... 
b. sew a darl ................. 
c. dst .................. 

II PENERIMAAN 
INVESTASI 

1. Pelepasan aset 
a. Kendaraan 
b. Mesin 
c. Ost ........... 

2. Pencairan investasi 
a. Pencairan deoosito 
b. Penjualan surat 

berharoa 
c. Ost ..... 

III PENERIMAAN 
PENDANAAN 

1. 
Penarikan pinjaman dari 
...... 

2. Ost ...... 

J umlah 

Anggaran Pcndapatan Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas) 
Tahun Anggaran ••••• 18 



c. Pengeluaran untuk Pendanaan, meliputl: 
1) pembayaran pinjaman; 
2) dst .. 

b. Belanja investasi (Belanja Modal), meliputi: 
1) Belanja tanah; 
2) Pembangunan/Pembelian gedung dan bangunan; 
3) Pembelian peralatan dan mesin; 
4) Pembelian kendaraan; 
5) Pembelian perlengkapan dan peralatan kantor; 
6) Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan; 
7) Pembelian surat berharga jangka panjang; 
8) Pembangunan/pengembangan sistem informasi; dan 
9) Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya. 

a. Belanja operasional, meliputi: 
1) pembayaran kepada pegawai; 
2) pembayaran kepada pihak ketiga; 
3) pembayaran lainnya. 

4. Anggaran Belanja (Basis Kas) 



21 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan. 

No Alokasl SUmber Dana Tahun Anggaran ........ Jumlah 

Biaya Jasalayanan Hi bah Kerjasama APBD APBN Lain-lain Pendapatan 
BLUD vanQ sah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I BELANJA OPERASIONAL 
1. Pembavaran keoeda oeoawai 

.................... 

. ................... 
2. Pembavaran keoada oihak ketiaa 

···································· .................................... 
3. Pembayaran lain-lain 

································· ................................. 
II PENGELUARAN INVESTASI 

1. Pembelian tanah 

. ············ ............. 
2. Pembangunan/Pembelian gedung dan 

bangunan 
............. 
. ............ 

3. Pembelian oeralatan dan mesin - ............. 
. ............ 

Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah 
Tahun Anggaran ••••• 22 



1 2 3 4 s 6 7 8 9 4. Pembelian kendaraan 
.. ............ 
. . .. ......... 

5. Pembelian perlengkapan dan peralatan 
kantor 
O et•• I•• I•• ,oe 

............. 
6. Pembanaunan Iatan, iriaasi. dan iarinaan . ............ 

. ............ 
7. Pembelian surat berharaa 

. ............. 

. ............ 
8. Pembangunan/Pengembangan sistem 

informasi 
............. 
. ............ 

9. Pembangunan/Pengembangan sarana fisik 
lelnnva 
............. 
. ............ 

III PENGELUARAN PENDl:.NAAN 

1. Pernbavaran Piniarnan 
a. Pokok ............ 
b. Bunaa dan administrasi ........... 
c. Provisi, denda ...... 

2. dst.. .... 
J umlah 



Jenis Anggaran 
No Jenis Biaya Belanja Belanja Belanja Total 

Pegawai Barang dan Modal Blaya 
Jasa 

1 2 3 4 5 6 

I. BIA YA 
OPERASIONAL 

A. Biava Pelayanan 
1. Biava oeoawat 

............. 

............. 
2. Biava bahan 

. ............ 

. ............ 
3. Biava lase pelayanan 

. ············ 

. ············ 4. Biava oemeliharaan 
. ............ 
. ............ 

5. Biava barang dan jasa 
. ............ 
. ............ 

6. Biava deprestasl 
. ············ .............. 

7. Biava oelayanan lainnva 
. ············ ............. 

B. Biaya Umum dan 
Admll'tl•tt'a•I 

1. Biava oeaawal 
............ 
············ 2. Biaya administrasi 
kantor 
............ 
············ 3. Biava pemeliharaan 
. ........... 
............ 

4. Biava barang dan jasa. . ........... 
, ........... 

5. Biava oromosi . ........... 
............ 

6. Biava deoresiasi ............ 
············ 

1. Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenls 
Anggaran 



JENIS ANGGARAN JENIS PEMBlAYAAN 
Jen is Belanja Belanja Barang Belanja Penerimaan Pengeluaran Total 

No Pengeluaran pegawai dan Jasa Modal Pembiayaan Pembiayaan Biava 

1. Pembelian 
tanah 

............ 
............ 
Pembangunan/ 

2. Pembelian 
gedung dan 
banaunan 
............ 
............ 

3. Pembelian 
peralatan dan 
mesin 
............ ............ 

4. Pembelian 
kendaraan 

2. Anggaran Belanja Investasi Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan 
lenis Anggaran 

l 2 3 4 5 6 
7. Blaya umum dan 

admlnistrasl lalnnva 
............ 
............ 

II. BIAYA NON 
OPERASIONAL 

1. Biava bunqa 
............ 
............ 

2. srava administrasi bank . ........... ............ 
3. kerugian penjualan aset 

tetao 
............ 
............ 

4. kerugian penurunan 
nilal 
............ 
............ 

5. Biaya non operasional 
lalnnva 
............ ............ 
JUMLAH 



e asar an ens ncaaran 
JENIS JENIS 

ANGGARAN PEMBIAYAAN 
Jen is Belanja Belanja Barang Belanja Penerimaan Pengeluaran Total 

No Pengeluaran pegawai dan Jasa Modal Pembiavaan Pembiayaan Biava 

1. Pembayaran 
Pinjaman 

a. Pokok ............ 
Bunga dan 

b. admlnlstrasi ...... 
Komisi, provisi, 

c. denda ...... 
2. Ost ...... 

JUMLAH 

3. Anggaran Pengeluaran Pendanaan Badan Layanan Umum Daerah 
B rd k J I A 

............ 
............ 
Pembelian 

5. perlengkapan 
dan peralatan 
kantor 
............ 
............. 

6. Pembangunan 
jalan, irigasi, 
dan iarinQan 
............ 
............. 

7. Pembelian surat 
berharga 
jangka panjang 

············ ........... 
8. Pembangunan/ 

pengembangan 
slstem 
informasi 
............ 
........... 
Pembangunan/ 

9. pengembangan 
sarana fisik 
lainnva 
............. 
............ 
JUMLAH 



H. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran 
Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah % dari biaya yang bersumber dari 
pendapatan jasa layanan. 



" Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan 
2• Diisl Tahun Anggaran yang dianggarkan 

( dalam ribuan rupiah) 
Prognosa s.d Proyeksl TA Forward 
31 Desember Eltlmate 

Uraian TA 20.xx (20xx + 1) (20xx + 2) 
(Ro) (Rp) (Rnl 

1 2 3 4 

I. ASET 
A. Aset Lancar 

1. Kas dan setara kas 
2. Investasi tancka oendek 
3. Plutanc usaha 
4. Piutano lain-lain 
5. Persedlaan 
6. Uang muka 
7. Pendapatan yang maslh 

harus dlterima 
8. Dst .................... 
Jumlah Aset Lancar. 

D, 1nvest.as1 ,angka 
Panfang c. AsetTetap 

1. Tanah 
2. Gedung dan bancunan 
3. Peralatan dan mesin 
4. Kendaraan 
5. Perlengkapan dan 

oeralatan kantor 
6. Jalan, lriaasi dan tartncan 
7. Ost ................... 

Jumlah Aset Tetap 
Akumulasi oenvusutan 
Nilai buku aset tetao . 

PROYEKSI NERACA 
PER 31 DESEMBER •••••••••• 24 

A. Neraca 

I I I I I I I 11111 I 1111 II I I I I Ill I I Ill II I 111111111 II 1111 I I I I I Ill I II 11111111111111111111111111111111111111111111 

I 11111111 I I II Ill I II I I II II II I Ill II II I I 1111 II I 1111111111111III111111111111111I1111111111111111111111111111 

I a1 I I II I I II II I II II II I I I 1111 I 11111 I I I 11111 I II II 11111 Ill.II 11111111I11111111111111111111111111111111111111 

Langkah-langkah dalam menyusun proyeksi laporan keuangan BLUD: 

BAB IV 
PROYEKSI KEUANGAN 

TAHUN ANGGARAN 23 



25 seperti: APBO yang untuk Investasi. 
26 Sepertl: APBO utk Gaji, operasional. 
27 Hibah merupakan pemberian yang berasal dari pemerlntah/ pemerlnt:ah daerah lain. 

1 2 3 4 
D. Aset Lain-lain. 

1. Aset tak berwulud 
2. Konstruksi dafam 

nPnaerlaan 
3. Ost ................ 

Jumlah Aset Lain-lain 
Jumlah Aset<A+B+C+O) 

II. KEWAJIBAN 
A. Kewajlban Jangka 

Pendek 
1. Utana usaha 
2. Utana oaiak 
3. Biaya yang masih harus 

dibavar. 
4. Utang jangka panjang 

yang jatuh tempo dafam 
satu tahun. 

5. Pendapatan yang 
ditertma di muka 

6. Ost .................. 
Jml Kewailban Jk Pendek 

B. Kewajiban Jangka 
Pan1ana. 
1. Utang jangka panjang 

yang jatuh tempo lebih 
dari satu tahun 

2. Ost ................ 
Jml Kewatlban Jk Paniana. 
Jumlah Kewailban (A+B) 
Ill. EKUITAS 
1. Ekuitas terikat 

a. Ekuitas awal 
b. Surplus (Defisit) s.d 

oerlode tahun lalu. 
c. Surplus (Defisit) s.d 

oeriode tahun berlalan 
2. Terikat Permanen25 

3. Terikat Temoorer26 
4. Hlbah 27 

5. Donas I 
6. Ost ................. 

Jumlah Ekultas 
Jml Kewajiban dan Ekuitas 
(II+ III) 



21 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan. 

r dalam ribuan ruolah 
Prognosa s.d. Proyeksl Forward 
31 Desember Estimate 

Komponen TA 20Xx TA (20Xx + 1) {20xx + 2) 
(Ro) (Rp) (RD) 

1 2 3 4 
A. Pendaoatan 
1. Jasa lavanan 
2. Hi bah 
3. Hasil Kerlasama 
4. Pendaoatan dari APBD 
5. Pendaoatan dari APBN 
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang 

sah 
Jumlah Pendapatan 
(1+2+3+4+5+6) 

8. Biava Operasional 
1. Biava oelavanan 
2. Biava umum dan administrasi 
Jumlah Biaya Operaslonal 
(1+2) 
Surplus (Defislt) Setelah Blaya 
Ooeraslonal CA-B) c. Pendaoatan Non Ooerasional 
D. Biava Non Operaslonal 
Surplus (Defislt) sebelum pos 
Keuntungan/Kerualan 
Surplus /(Defislt) Sebelum Pos- 
Pos Luar Biasa 

1. Pendapatan dari kejadian luar 
blasa 

2. Biava darl keladten luar biasa 
Surplus (Defislt) Tahun Berjalan 
Bersih 

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL 
TAHUN ANGGARAN 28 

O. Laporan Operasional 



29 Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan. 

(dalam ribuan rupiah) 
Prognosa s.d. Proyeksi Forward 
31 Oesember Estimate Komponen TA 20xx TA 20xx + 1 (20xx + 2) 

(Rp) (Rp) (Rn) 
1 2 l 4 

A. Arus Kas Dari Aktlvitas Ooerasional 
Arus Kas Masuk 
1. Jasa lavanan 
2. Hlbah 
3. Hasil Kertasama 
4. Pendaoatan dari APBD 
s. Pendapatan darl APBN 
6. Lain-lain oendaoatan BLUD vane sah 
Arus Kas Keluar 
1. Biava lavanan 
2. Biava umurn dan adminlstrasl 
3. Biava lain-lain 
Arus Kas Bersih darl aktlvltas 
Ooerasional 

B. Arus Kas Dari Aktlvitas Investasl 
Arus Kas Masuk 
1. Hasil oenjualan aset 
2. Hasil investasi 
3. Ost ......................... 
Arus Kas Ketuar 
1. Perolehan aset 
2. Pernbelian lnvestasl 
3. Ost ........................... 
Arus Kas Berslh dar1 Aktlvltas 
Investasl c. Arus Kas Dari Aktlvitas Pendanaan 
Arus Kas Masuk 
1. Penerimaan Piniarnan 
2. Dst .......... Pinlarnan. 
Arus Kas Ketuar 

1. Pembavaran oin1aman 
2. dst .......... 
Arus Kas Bersih dari Aktlvltas 
Pendanaan 

Kenalkan (Penurunan) Kas Berslh 
Kas dan Setara Kas Awai 

Kas dan Setara Kas Akhir 

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS 
TAHUN 29 

(Metode langsung) 

E. Laporan Arus Kas 



:xi Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan 

(dalam ........ J 
Prognosa s.d. Proyeksi TA Forward 
31 Desember Estimate Komponen TA 20XX 20XX + 1 (20xx + 2) 

(Ro'\ (Rp) (RD) 
1 2 3 4 

A. Arus Kas Dari Aktivltas Operasional 
1. Surplus (Defisit) tahun berialan 
2. Penvesuaian ke dasar kas 

a. Blaya penyusutan dan amortisasi 
b. Keruqian oenurunan nilal 
c. Pembavaran bunga 
d. dst ....•... 

3. Perubahan aset lancar 
a. lnvestasi ianoka oendek 
b. Piutanq usaha 
c. Plutana lain-lain 
d. Persediaan 
e. uenc muka 
f. Pendaoatan vane masih harus diterima 

4. Perubahan kewaiiban 1anaka oendek 
a. Utanc Usaha 
b. Utang Pajak 
c. Biava yang masih harus dlbavar. 
d. Utang jangka panjang yang jatuh 

temoo daiam satu tahun. 
e. Pendapatan yang diterima di muka 
f. utano 1anoka oendek lalnnva 

Arus Kas Bersih darl aktivltas 
Operaslonal 

B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasl 
Arus Kas Masuk 
1. Hasil oentualan aset 
2. Hasil investasi 
3. Dst ................ 
Arus Kas Keluar 
1. Perolehan aset 
2. Pembelian investasi 
a. flerolehtil\ c:111es1: laltlnyd 
4. dst ............................. 

Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Investasl c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 
Arus Kas Masuk 

1. Penerlma plniaman 
2. Ost ................. 

Arus Kas Keluar 
1. Pembavaran pinJaman 
2. dst ..................... 

Arus Kas Berslh darl Aktlvltas Pendanaan 
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih 

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS 
TAHUN ••••••••• 30 

(Metode tidak langsung) 



3i Dllsl Perlode yang berakhfr pada tanggal neraca. 

Prognosa sd. Proyeksl Forward 
31 Desember Estimate Uralan TA 20XX TA20XX+ 1 (20xx + 2) 

(Rp) (Rp) (RD) 
1 2 3 4 

Kas di bendahara 
oenerlmaan 
Kas di bendahara 
oenoeluaran 
Giro Bank ............. 
Giro Bank ............. 
Tabunaan Bank ....... 
Tabungan Bank ....... 
Deoosito Bank ........ 
Deooslto Bank ........ 

JUMLAH 

~- 

1) Kas dan setara kas, terdiri dari: 

Dijelaskan tentang pos-pos dari laporan keuangan. Sebagai contoh untuk pos 
kas dan setara kas, dan piutang usaha. 

c. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

b. Kebijakan Akuntansi (mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku) 

a. Umum 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH . 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PERIODE .......... 31 

F. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Kas dan Setara Kas Akhir 
Kas dan Setara Kas Awai 



d, Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan 

Uraian Prognosa sd. Proyeksl TA Forward 
31 Oesember 20xx+1 Estimate 

TA 20xx (20xx + 2) 
(RD) 

1 2 3 "' Piutano keoada ......... 
Plutano keoada ......... 
Piutang keoada ......... 

JUMLAH 

2) Piutang usaha, terdiri dari: 



( .. ""." ". """"""." "."." "") 

BLUD .. 
Pemimpin BLUO 

...................................... r 20)()( 

B. Kesimpulan 

A. Hal-Hal Yang Pertu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan 
Keglatan Badan Layanan Umum Daerah 

BABY 
PENUTUP 



Rlnclan Penghitungan 
KODE URAIAN 

Volume Harga Satuan Jumlah 

x PENDAPATAN 
x.x Pendapatan Asli Daerah 
x.x.x Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
x.x.x.xx Pendapatan dari BLUD 
x.x.x.xx.xx Pendapatan dari BLUD 

- Jasa Layanan 
. hibah 
- hasil kerja sama dengan pihak lain 
- lain-lain pendapatan BLUD yang sah 

x BCLANJA 
x.x BELANJA TIDAK LANGSUNG 
x.x.x BELANJA PEGAWAI 
x.x.x.xx Gaji dan Tunjangan 
x.x.x.xx.xx Gaji Pokok I Representasi 

dst.. 
BELANJA LANGSUNG 
Program .... 
Kegiatan Pelayanan 

x BELANJA DAERAH 
x.x BELANJA LANGSUNG 
x.x.x BELANJA PEGAWAI 
x.x.x.xx Belanja Pegawai BLUD 
x.x.x.xx.xx Belanja Pegawai BLUD 

- Honor .... 
- dst 

x.x.x BELANJA BARANG DAN JASA 
x.x.x.xx Belanja Barang dan Jasa BLUD 
x.x.x.xx.xx Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 

• ATK 
• jasa layanan 
- dst 

x.x.x BELANJA MODAL 
x.x.x.xx Belanja Modal BLUD 
x.x.x.xx.xx Belanja Modal pada BLUD 

- Pembelian ... 
- dst 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS/DEFISIT 

x PEMBIAYAAN . 
x.x PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
x.x.x Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu 
x.x.x.xx Petampauan Penerimaan PAD 
x.x.x.xx.xx Lain-lain PAD yang sah 

dst 
x.x PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
x.x.x Penyertaan Modal/lnvestasi 
x.x.x.xx Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) 
x.x.x.xx.xx BUMN ... 

dst 
PEMBIAYAAN NETTO 

x.x Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjatan 

RINGKASAN PENDAPATAN DAN BIAVA UNTUK KONSOLIDASI 

FORM II 

r 



Kode Nama Fonnullr 
OPA-BLUD · ;,ingkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah 
DPA-BLUD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Sadan Layanan Umum Daerah 
DPA-BLUD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak langsung Badan tavanan Umum Daerah 
DPA-BLUD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Badan 
DPA-BLUD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Badan 

Layanan Umum Daerah 

DPA-BLUD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiavaan Daerah 
DPA-BLUD 3.2 Rincian Pengeluaran Pemblayaan Oaerah 

Pemimpin BLUD : 
a. Nama 
b. NIP 
c. Jabatan 

URUSAN PEMERINTAHAN 
ORGANISASI 

T AHUN ANGGARAN . 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

(DPA-BLUD). 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

FORM Ill 



Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Badan Layanan Umum Daerah Formullr 

Tahun Anggaran ...... DPA-BLUD 
Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran ...... 

Urusan Pemerintahan : x.xx .................................... 
Organisasi : x.xx.xx .................................... 

Kode 
Ura Ian lumlah Rekening 

1 2 3 

Surplus/ (Defisit) 

Pembiayaan neto 
Rencana Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah per biwulan 
Triwulan NO 

I II Ill 'IV Jumlah 
1 3 4 5 6 7=3+4+5+6 
1 

2.1 
2.2 
3.1 
3.2 

Purbalingga, .................. 
Menyetujui 

Sekretaris Daerah, 

( .................... ) 
NIP ................... 

FORMAT DPA·BLUD 



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA BLUD Formulir 

x.xxj x.xx oo I oo 
DPA- 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 4 
BLUD1 

Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran ... 

Urusan Pemerintahan x. xx . ..................... 
Organisasi x. xx. xx ...................... 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode Rindan Penghitungan 
Uraian lumlah 

Rekening 
Volume Satuan Tarlf/H 

arga 
1 2 3 4 5 6 = 3x5 

xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 

u xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 

lumlah 

Rencana Pendapatan Per Triwulan 

Trlwulan I Rp ................. Purbalingga, .................. 

0 
Trlwulan ti Rp ................. Pemlmpln BLUD ............. 
Trlwulan Ill Rp ................. 

Triwulan I Rp ................. 
Trlwulan IV Rp .•............... (tanda tangan) 

Jumlah Rp ................. (nama l~ogk51'2) 
NIP 

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM 
NO. NAMA INST ANSI PARAF 

Mengesahkan, 
Pejabat Penqelola Keuangan Daerah, 

(. ... , ............ , ...... ) 
NIP ................ 



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN NOMOR DPA BLUD Formullr 

DPA· 
BADAN LAYANAN UMUM OAERAH x.xx x.xx 00 00 6 1 

BLUD 2.1 
Kabupaten Purbalingga 

Tahun Anqoaran ... 
Urusan Pemerintahan x. xx . ..................... 
Organisasi x. xx. xx ...................... 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode Rindan Penghitungan 
Uraian Jumlah 

Rekening 
Volume Satuan Harga (Rp) 

satuan 
1 2 3 4 5 6 = 3x5 

xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 

Jumlah 

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan 

Triwulan I Rp ................. Purbalingga, .......•.........• 
Triwulan II Rp ................. Pemimpln BLUD .....•.••.... 
Triwulan Ill Rp ................. 
Triwulan I Rp ................. 

Triwulan IV Rp ................. (t.anda t.angan) 

Jumlah Rp ................. (nama lenoka12) 
NIP 

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM 
NO. NAMA INSTANSI PARAF 

Mengesahkan, 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, 

( ......................... ) 
NIP ................... 



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR OPA BLUO FORMUUR 
DPA- 

BADAN LA YANAN UMUM OAERAH x.xx x.xx I xx I xx I s j 2 BLUD 
2.2.1 

Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran ... 

Urusan Pemerintahan x. xx. . ............................................... 
Organisasi x. xx. xx ............................................. 
Program : x. xx. xx.xx ........................................ 
Kegiatan x. xx. xx.xx .xx .................................. 
Waktu pelaksanaan ························································· 
Lokasi kegiatan ......................................................... 
Sumber dana ························································· 

lndikator &. Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung 
lndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja 

Capalan Program 
Masukan 
Keluaran 

Hasil 
Kelompok Sasaran Kegiatan : ......................... 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung 
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Oaerah 

Kode RJnclan Penghltungan lumlah 
Ura Ian Rekening olum Satuan Harga (Rp) 

Satuan 
1 2 3 4 5 6=3x5 

xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 

Jumlah 

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan 

Triwulan I Rp ........•........ Purbalingga, ............................. 
Triwulan II Rp .............•.•. Pemimpin BLUD ............... 
Triwulan Ill Rp ••...••.••...••.. 
T~I..VUllll'I I !'If.I ................. 

Trlwulan IV Rp .........•....... (tanda tangan) 

Jumlah Rp ................. (narna leogka~) 
NIP. 

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM 
NO. NAMA INSTANSI PARAF 

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, 

( ........................... ) 
NIP ................... 



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir 
BADA~ LAYANAN UMUM DAERAH DPA- BLUD 

Kabupaten Purba/ingga 2.2 Tahun Anggaran ... 
Urusan Pemerintahan 
Organisasi 

Rekaoitulasi Belania Lanosuno Berdasarkan Prooram dan KeQiatan 
Kode 

Lokasi . Target Sumber Triwulan Program I uralan 
Kegiatan Kinerja dana Jumlah 

Keg Iatan (Kuantitatif) I II m IV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 

xx Program ...... 
xx Kegiatan ........ 
xx Kegiatan ........ 
xx dst ....... 

0 xx Program ..... 
xx Kegiatan ....... 
xx Kegiatan ....... 
xx dst ........ 

xx Program ...... 
xx Kegiatan ........ 
xx Kegiatan ........ 

xx dst ...... 
xx dst ...... 

Jumlah 

Purballngga, .•.................. 

Q Pemimpin BLUD ......•......... 

(tanda tangan) 
(nama lengkag) 

nip 
TE LAH DIVERIFIKASI OLEH TIM 

NO. NAMA INST ANSI PARAF 
1. 
2 

Mengesahkan 
Pejabat Pengefofa Keuangan Daerah, · 

( ................................. ) 
NIP ....................... 



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR OPA BLUO Formullr 
DPA- 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH x.xxj x.xxj oo 00 6 1 BLUD 
3.1 

Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran ... 

Urusan Pemerintahan x. xx . ..................... 
Organisasi x. xx. xx ...................... 

Rincian Penerimaan Pembiayaan 
Kode 

Uraian lumlah 
Rekening (Rp) 

1 2 3 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 

Jumlah Penerimaan 

Rencana Penerlmaan Per Triwulan 

Triwulan I Rp ................. Purbalingga, .............. 
Triwulan II Rp ................. Pemimpln BLUD ........... 
Triwulan Ill Rp ................. 
Trlwulan I Rp ................. 

Triwulan IV Rp ................. (tanda tangan) 

Jumlah Rp ................. (nama lengka1:1) 
nip 

Mengesahkan 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, 

. 

' .............................. } 
NIP .................. 



OOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR OPA BLUD Formullr 
DPA· 

BAOAN LAYANAN UMUM DAERAH x.xx x.xx oo jooj s 2 BLUD 
3.2. 

Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran ... 

Urusan Pemerintahan x. xx . ..................... 
Organisasi x. xx. xx ...................... 

Rincian Pengeluaran Pembiayaan 
Kode 

Uraian lumlah 
Rekening (Rp) 

1 2 3 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 
xx xx xx xx xx 

Jumlah Pengeluaran 

Rencana Pengeluaran Per Trlwulan 

Triwulan I Rp ................. Purbalingga, ....................... 
Triwulan II Rp ................. Pemimpln BLUD ............ 
Trlwulan Ill Rp ................. 
Triwulan I Rp ................. 

Trlwulan IV Rp ................. (tanda tangan) 

Jumlah Rp ••..••........... (nama lengka12} 
NIP 

Mengesahkan 
Pe}abat Pengelola Keuangan Oaerah, 

' ...... , ....................... } 
NIP ................... 



(Nama Lengka1 
NIP . 

(Nama Lengkap) 
NIP . 

(tanda tangan (tanda tangan) 

Pemimpin BLU 
Mengetahui, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Purbalingga, . 

REALISASI 
REALISASI 

REALISASI 

NO URAIAN 
ANGGARAN S/D 

TRIWULAN 
S/D 

OALAM OPA TRIWULAN TRIWULAN 
INI 

LALU INI 
Pendapatan BLUD 
1. Jasa layanan 
2. Hibah 
3. Hasil Kerjasama 
4. Pendapatan lain yang sah 
Jumlah 

KABUPATEN PURBALINGGA 
LAPORAN PENDAPATAN BLUD .... 

TRIWULAN .... TAHUN .... 

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD 

FORM IV 



Pemimpin BLUD . 

(tanda tangan) 

(Na.ma Lengkap) 

NIP . 

Purbalinga, . 

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD .... Triwulan ... Tahun .... 
sebesar Rp ( ) yang berasal dari pendapatan : Jasa 
Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah 
tanggungjawab kami. 

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola 
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka 
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku 
pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami. 

Demikian surat Pemyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan 
pengeluaran biaya BLUD . 

(SPTJ) 

FORMATSURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

FORMV 



-- 
(Nama Lengka 

NIP . 
(Nama Lengkap) 

NIP . 

(tanda tangan (tanda tangan) 

Pemlmpin BLU 
Mengetahui, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Purbalingga, . 

REALISASI 
REALI SAS I 

REALISASI 
ANGGARAN S/D TRIWULAN S/0 

NO URAIAN 
OALAM DPA TRI WU LAN TRIWULAN 

INI 
LALU INI 

A. KEGIATAN PELAYANAN 
1 BELANJA PEGAWAI 

a. Honor .... 
b. Ost 

2 BELANJA BARANG DAN JASA 
a. Biaya bahan 
b. Biaya jasa pelayanan 
c. Biaya pemeliharaan 
d. Biaya barang dan jas 
e. Ost 

3 BELANJA MODAL 
a. Belanja modal .... 
b. dst 

8. KEGIATAN PENDUKUNG PElAYANAN 
1 BELANJA PEGAWAI 

a. Honor .... 
b. Ost 

2 BELANJA BARANG DAN JASA 

0 a. Biava bahan 
b. Biava jasa pelayanan 
c. Biaya pemeliharaan 
d. Biaya barang dan jas 
e. Ost 

3 BELANJA MODAL 
a. Belanja modal .... 
b. dst 

JUMLAH 

LAPORAN PENGELUARAN BIAVA BLUD . 
TRIWULAN TAHUN . 

KABUPATEN PURBALINGGA 

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAVA BLUO 

FORM VI 


